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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1        Simpulan  

 Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh kompetensi sumber 

daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap 

kulitas laporan keuangan (pada satuan kerja perangkat daerah di Kota 

Kupang) maka disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kompetensi sumber daya manusia dalam pengujian hipotesis 

mempunyai pengaruh signifikan positif  terhadap kualitas laporan 

keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kota 

Kupang. Semakin baik sumber daya manusia pada satuan kerja 

perangkat daerah tersebut maka semakin berkualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan.  

2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengujian 

hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat 

daerah di kota kupang. Hal ini bisa dilihat pada hasil analisis 

statistik yang telah dijelaskan di bab sebelumnya yang 

menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 

yang merupakan variabel bebas berpengaruh >50% terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat 

daerah di kota kupang sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik penerapan sisitem akuntansi keuangan daerah yang 
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dijalankan maka kualitas laporan keungan yang dihasilkan juga 

akan semakin baik. 

 

5.2  Keterbatasan 

1. Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik sumber daya 

manusia dan penerapan sisitem akuntansi keuangan daerah. 

Variabel ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

2. Dalam penelitian ini, penggunaan kuisioner sebagian besar masih 

menggunakan kuisioner yang dipakai peneliti sebelumnya, 

sehingga kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam 

pengukurannya, karena belum tentu menggambarkan keadaan 

yang sama pada objek peneliti sebelumnya. 

3. Karena memiliki banyak kesibukan dan keterbatasan waktu, 

responden meminta kuisionernya ditinggalkan yang berdampak 

pada peneliti tidak bisa mendampingi responden pada saat 

menjawab. Akibatnya jawaban yang diberikan belum tentu 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

4. Sistem perijinan yang sulit yang mengakibatkan peneliti terlalu 

banyak membuang waktu dalam proses perijinan, yang pada 

akhirnya berdampak pada sedikitnya waktu untuk mendampingi 

responden dalam mengisi kuisioner. 
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5.3 Saran 

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel 

penelitiannya karena masih banyak faktor-faktor lain yang dapat 

mepengaruhi kuliatas laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya membuat kuisioner yang 

baru dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang diteliti 

sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya. 
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